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ABSTRACT 
Community satisfaction in the administration of public services at the local government in West Sumatra nowadays still has the disadvantage that it can not meet the quality of service expected by community. It is characterized by the existence of public complaints submitted through the mass media, such as cumbersome procedures, lack of certainty of completion period, unclear costs, lack of accountability requirements, the attitude of officers that are less responsive and accountable, resulting in less image both for local government in administering public services. Therefore, every public servant should have the mental attitude and behavior that is fair and non-discriminatory; meticulously; polite and friendly; assertive, reliable, and do not provide protracted decision; professional; do not like to complicate; obey the lawful orders of superiors and reasonable; upholds values of accountability and integrity of the institution of the organizers; do not like to divulge information or documents that must be kept confidential in accordance with laws and regulations; open and take appropriate steps to avoid conflicts of interest; do not abuse the infrastructure and public service facilities; do not give false or misleading information in response to requests for information, and proactive in meeting the public interest; do not misuse the information, positions, and / or authority possessed; accordance with decorum; and do not deviate from the procedure. Behaviors of public service providers as mentioned above has become imperative for the both central and local governments to provide public services which satisfy community.
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A. Pendahuluan 
Reformasi di segala bidang mengamanatkan terciptanya aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa. Terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah, melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik dan berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah juga dapat dikatakan berhasil.    

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat dan bebas dari KKN. Pada tahun 2009 lahir UU No. 25 yang mengatur tentang Pelayanan Publik. Kebijakan ini menjadi proteksi terhadap pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Sekarang masalah yang dialami, nyaris tidak kelihatan tanda-tanda bahwa pemerintah daerah, dan termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat masih belum sungguh-sungguh menjalankan UU No. 25 Tahun 2009 tersebut. Meskipun UU pelayanan publik ini sudah berjalan lebih kurang enam tahun, tetapi diskriminasi dan komersialisasi pelayanan publik yang berdampak pada pengabaian sebagian besar hak masyarakat terus berlansung. Hal itu terlihat dari data jumlah laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar pada tahun 2014 berdasarkan dari daerah asal pelapor, yang termasuk dalam urutan 3 (tiga) terbanyak berasal dari Kota Padang sebanyak 177 laporan (75,32%), Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 13 laporan (5,53%), dan selanjutnya berasal dari Kota Payakumbuh sebanyak 7 laporan (2,98%) dan kabupaten/kota lainya di Sumatera Barat sekitar 1-6 laporan. 
Kondisi permasalahan ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat masih belum memadai dan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009. Simak misalnya laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar sebagaimana tersebut di atas, yang juga mengatakan bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah kedua setelah Kota Padang terbanyak laporan  pengaduan dan keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti masih ditemui prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tidak jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak trasparan, sikap petugas yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, dan kurang responsif sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang ada. 
Dari sembilan belas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan kepala daerah yang  paling tidak kooperatif/tidak respon terhadap tindak lanjut dari hasil supervisi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar tersebut, dimana dari 13 laporan/pengaduan masyarakat tidak satupun atau belum ada yang direspon. Keluhan masyarakat atas pelayanan instansi yang dialaporkan baik karena keluhannya tidak ditanggapi maupun karena kurangnya respon instansi terkait, misalnya ketika masyarakat menanyakan atas informasi publik atau yang dialami dan dibutuhkannya, cenderung instansi yang dilaporkan tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban, kemudian diikuti penundaan berlarut dan tidak patut. Kondisi permasalahan tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pelayanan untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. 

B. Metode 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan analisis data satatistik formula multiregresi untuk tahap pertama, dan Simultanious Equation Modeling (SEM) untuk tahap kedua. Data dikumpulkan melalui angket yang telah divalidasi dan direliabelitas terlebih dahulu, baik kontentnya maupun uji empirik itemnya di lapangan, kemudian baru digunakan untuk pengumpulan data kepada sampel.yang ditarik dengan menggunakan teknik stratified proportional random sampling, besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan standar eror 2%, baik untuk tahap pertama maupun untuk tahap kedua. Namun untuk tahap kedua teknik samplingnya diawali dengan cluster sampling terlebih dahulu. 
C. Hasil dan Pembahasan 
Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, diukur dengan membandingkan antara harapan masyarakat dengan apa yang dirasakan dalam kenyataannya. Kepuasan ditandai dengan dilampauinya tingkat harapan oleh apa yang dirasakan. Sedangkan ketidak puasan ditandai dengan lebih rendahnya tingkat apa yang dirasakan dengan harapan masyarakat. Apakah masyarakat telah puas, kurang puas atau tidak puas. Ini sangat terkait dengan teori yang dikembangkan oleh Thomson & Mori (2004), dan Vigoda and Gadot (2006), bahwa kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik ditentukan oleh tujuh dimensi, antara lain adalah penyerahan, waktu, informasi, profesionalisme, sikap staf, politik internal organisasi, dan peranan eksternal manejer. Hasil penelitian dan uji statistik terhadap masing-masing dan keseluruhan dimensi dari variabel kepuasan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ini, dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:         
Pertama, penyerahan dan kepuasan masyarakat. Penyerahan (Delivery) sebagai sebuah variabel yang signifikan dan positif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan berkontribusi sebesar 18,8%, merupakan sebuah temuan yang rekontruksi atau mempertegas beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah direviu dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Di mana Thomson and Mori (2004) telah menemukan pengaruh positif yang signifikan antara penyerahan (delivery) dengan kepuasan masyarakat sebesar 30%, dan Froehle (2006) menemukan kontribusinya 35,9%. Mungkin perbedaan kontribusi ini disebabkan oleh indikator penyerahan yang berbeda. Penelitian ini memberi defenisi operasional variabel penyerahan dengan indikator;  1) hasil akhir (the final outcome) pelayanan, 2) cara menjaga janji (the way the service kept its promises), 3) cara menangani problem (the awy the service handled), 4) komit pada orang yang dilayani (significant commitment beyond oneself). Sementara Thomson and Mori menggunakan tiga indikator pertama saja. Namun demikian pengaruh yang signifikan ini juga didukung oleh Brown (2007), Froehle (2006), dan Perry and Thomson (2004). Jadi Penyerahan barang atau jasa dalam sektor publik dari penyedia (provider) kepada masyarakat (citizen) oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota di Sumatera Barat, merupakan faktor penentu yang sangat penting diperhatikan dalam mengkaji kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akhirnya variabel ini dinilai layak untuk dijadikan komponen dalam merekonstruksi model pelayanan publik yang memuaskan, meskipun perlu menguji lebih detail indikator para ahli yang telah melakukan penelitian tentang hal ini, sebab mereka memiliki indikator yang berbeda.

Kedua, waktu dan kepuasan masyarakat. Ketepatan waktu dan kepuasan masyarakat dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan secara positif, dengan kontribusi sebesar 14,5%. Variabel waktu dapat menjadi komponen yang penting dalam membentuk model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Temuan ini juga memperkuat temuan sebelumnya, yang dilakukan oleh Thomson and Mori (2004), dan temuan Perry and Thomson (2004) yang menyimpulkan bahwa variabel waktu (timeliness) berkorelasi dengan kepuasan masyarakat dalam pemerintahan lokal di UK. Mereka telah membuktikan signifikansinya secara positif dengan kepuasan masyarakat pada pelayanan publik di level pemerintahan lokal. Thomson and Mori (2004) menemukan kontribusinya sebesar 24%. Indikator yang dijadikan ukuran variabel waktu dalam penelitian ini adalah; waktu tunggu (initial wait), lama penyelesaian suatu pelayanan (how long it takes overall), dan banyak kalinya kontak dalam pelayanan (number of times had to contact the service) dan banyak atau lamanya waktu untuk penjelasan tentang pelayanan tersebut. Dengan demikian dapat diyakini bahwa variabel waktu ini juga pantas dijadikan sebuah variabel penentu dalam rekonstruksi model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Indikator mana diantara empat indikator ini yang sangat menentukan dalam model nantinya adalah merupakan kajian yang memerlukan pengujian dalam penelitian lebih lanjut. 
Ketiga, sikap staf dan kepuasan masyarakat. Pengaruh sikap staf atau petugas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dalam penelitian ini terbukti signifikan secara positif. Variabel sikap staf dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional dengan indikator; 1). ramah dan sopan (polite and friendly staff), 2). simpatik (how sympathetic staff were to your needs), 3). jujur, tulus dan tidak memihak (impartaial and honest,  just bureaucrat), 4). hubungan yang baik dan sama (equal  and fair), 5). menghindari norma moral yang kurang baik (deviations from good moral norms are rare), 6). hubungan yang menyesuaikan dan berfikir strategis (adaptive and strategic bureaucrat), dan 7). moralis & berbudi luhur (moralist and virtuous bureaucrat). Ketujuh indikator ini ternyata berkontribusi sebesar 9,5%. Hal ini juga telah ditemukan sebelumnya oleh Thomson and Mori (2004) dengan kontribusi sebesar 12%, namun dengan indikator yang lebih sedikit dari indikator penelitian ini, dimana sikap staf didefinisikan oleh Thomson and Mori dengan indikator; 1). ramah dan sopan (polite and friendly staff), dan 2). simpatik (how sympathetic staff were to your needs). Pengaruh variabel sikap staf ini didukung pula oleh Dabholkar (1993), Froechle (2006), Lin et.al. (2001), Kettinger & Lee (2005), O’Kelly and Dubnick (2005) dan secara mendalam Vigado-Gadot (2006) menyebut variabel ini dengan variabel etik dengan indikator; 1). jujur, tulus dan tidak memihak (impartaial and honest,  just bureaucrat), 2). hubungan yang baik dan sama (equal  and fair), dan 3). menghindari norma moral yang kurang baik (deviations from good moral norms are rare). Ternyata ketiga indikatornya ini berkontribusi sebesar 35%. Dengan demikian dapat diyakini secara akademik bahwa variabel sikap staf atau etik ini termasuk komponen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu variabel yang mendukung atau penentu model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat yang akan dikonstruksi atau dikonsepkan dalam penelitian ini, meskipun para ahlinya menggunakan indikator yang agak berlainan.

Keempat, informasi dan kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terbukti variabel informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan pelayanan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya, seperti yang ditemukan oleh Bass (1989), bahwa informasi yang tepat, relevan dan akurat (accuracy, actual, and relevance) dapat meningkatkan kepuasan dan bahkan kematangan bagi penerimanya, dan Mintzberg (1980) menyebutnya dengan istilah information power. Pada model Thomson and Mori (2004) telah ditemukan hubungan informasi secara positif pada taraf signifikansi yang tinggi terhadap kepuasan masyarakat. Kontribusinya 18%. Thomson and Mori telah menggunakan tiga indikator dalam mendefinisikan variabel informasi ini yaitu 1) kesahihan, benar (accuracy) informasi itu sendiri, 2) kelengkapan informasi tersebut (comprehensiveness), dan 3) kesegeraan menginformasikan kemajuan keadaan yang dilayani (being kept informed about progress). Ketiga indikator ini berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepuasan masyarakat dengan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kontribusinya  lebih besar dari yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu Thomson and Mori menemukan kontribusinya sebesar 18%. Sementara dalam penelitian ini menemukan kontribusi variabel informasi ini sebesar 8,8% dengan indikator; 1) kesahihan informasi itu (accuracy), 2) mengandung semua hal yang diperlukan masyarakat (comprehensiveness), 3)  segera menginformasikan hasilnya (being kept informed about progress), 4)  keaktualan dan kerelevanannya (actual and relevance). Jadi dapat diyakini bahwa variabel informasi layak dijadikan sebuah komponen dalam mengonsepkan sebuah model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat pada pemerintah daerah. Meskipun memerlukan penyisiran dan penelaahan lebih dalam terhadap indikator variabel tersebut.
Kelima, profesionalisme dan kepuasan masyarakat. Profesionalisme dan kepuasan masyarakat dalam penelitian ini, terbukti berkorelasi positif secara signifikan. Variabel profesionalisme sebagai variabel bebas telah berpengaruh secara positif dan signifikansi 1% terhadap kepuasan masyarakat dengan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Variabel profesionalisme dalam penelitian ini, didefinisikan secara operasional dengan indikator; 1). staf yang kompeten (competent staff), 2). staf yang berperilaku adil (being treated fairly), 3). berpengetahuan dan terlatih (knowledgeable employees are better trained, up-to-date, and educated with respect to the details of their functions and their firms’ products and services). Variabel profesionalisme dengan tiga indikator ini memiliki kontribusi 8,4% terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Temuan ini didukung oleh Froehle (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan  sebagai variabel bebas yang didefnisikannya dengan kemampuan yang mencukupi (the service provider’s ability to perform adequately) telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara positif dengan kepuasan warga  dalam pelayanan  publik dengan kontribusi 20%. Sementara Thomson and Mori (2004) juga menemukan variabel profesionalisme ini telah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada pemerintah daerah dengan kontribusi 16%, meskipun ia memiliki indikator yang berbeda dengan Froehle, dimana Thomson and Mori menggunakan indikator; 1) staf yang kompeten (competent staff), dan 2) staf yang berperilaku adil (being treated fairly). Pengaruh variabel ini terhadap kepuasan masyarakat juga didukung oleh George (1991), dan Mintzberg (1988) dengan istilah expertise.  

Berdasarkan temuan-temuan dan verifikasi dari berbagai hasil penelitian para ahli di atas dapat diyakini bahwa hasil penelitian ini menjadi semakin mempertegas bukti bahwa variabel profesionalisme sebagi variabel bebas terhadap kepuasan masyarakat merupakan komponen yang perlu dilibatkan dalam mengkonstruksi model pelayanan publik yang meuaskan pada pemerintah daerah. 

Keenam, peranan luar manajer dan kepuasan masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian ini diketahui bahwa peranan luar manejer berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan pelayanan publik yang diselenggarakan pemeritah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Peranan luar manejer dalam penelitian ini didefinisikan dengan indikator; 1) peranan simbolik, 2) peranan perantara, 3) peranan monitoring, 4) peranan juru bicara, 5) peranan usahawan, dan 6) peranan negosiator. Kesemua indikator ini sebagai konten variabel peranan luar manajer telah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Kontribusinya ditemukan sebesar 7,9%. Hal ini didukung oleh Mintzberg (1980) “the societal shift toward greater original democracy will cause manager to spend more time in leader role”. Variable ini berkorelasi dengan kepuasan masyarakat, Lanin (2007 dan 2008) telah menemukan kontribusi yang cukup besar yaitu 7,5%. Lanin (2008) menyimpulkan bahwa “As for external role construct of manager used Mintzberg’s Theory and construct of citizen satisfaction used Expectancy Disconfirmation the Model Citizen Satisfaction Local Government of Ryzin & Gregg, its result showed correlation which was significant”.

Meskipun penelitian tentang variabel ini belum banyak dilakukan oleh para ahli, namun secara teoritikal Mintzberg (1980 dan 1989) telah mengekspl orasinya dengan sungguh-sungguh atau serius, shingga peranan yang dikonsepkannya ini banyak digunakan ahli lainnya dalam menjelaskan persoalan manajer. Oleh karena itu variabel ini layak dijadikan sebuah penyangga bagi terbentuknya sebuah model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Jadi, keterlibatan variabel ini lebih kepada keberanian dan koriositi peneliti tentang variabel itu, setelah melakukan pengujian empirik dalam penelitian sebelumnya.

Ketujuh, politik organisasi dan kepuasan masyarakat. Politik organisasi sebagai variabel bebas dalam penelitian ini telah terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Kontribusinya ada sebesar -0,4%. Adapun indikator politik organisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 1). tujuannya beberapa orang saja (the purposes of only a few individuals),  2). pilih kasih (favoritism),  3). terpengaruh oleh tekanan politik (affected by Political pressures), 4). adanya kompetisi klik (click competition- clandestine), 5). penyimpangan kepentingan organisasi (deviation), dan 6). pembagian tugas yang tidak jelas. Temuan ini mempertegas temuan sebelumnya, baik yang ditemukan oleh Minztberg (1989), DuBrin  (1990) maupun oleh Yusof (2001). Temuan Vigoda-and Gadot (2006), telah membuktikan pula hal yang sama, ia menemukan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara politik organisasi dengan kepuasan masyarakat dengan kontribusi sebesar -19%. Hal ini didukung oleh penelitian Lanin (2010d) yang menyimpulkan bahwa “Theoritically, organization-internal politic factors can be used as predictor to determine citizen satisfaction of local government service”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa variabel politik organisasi sebagai variabel bebas layak dijadikan sebagai bahagian  dari konstruksi model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.



Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa model pelayanan publik yang dikonsepkan dalam penelitian ini telah memiliki komponen-komponen yang mendasar bagi rekonstruksi model. Telah ditemukan tujuh  variabel yang signifikan dalam pembentukan konstruksi model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Setiap komponen atau variabel yang mempengaruhi konstruksi kepuasan masyarakat dengan pelayanan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Bila diurut berdasarkan besarnya kontribusi variabel tersebut, maka diperoleh urutan rankingnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  1
Besar Konstribusi Variabel Terhadap 

Rekonstruksi Model Pelayanan Publik yang Memuaskan Masyarakat

	No.
	Variabel Bebas
(X)
	Variabel Terikat (Y)
	Sig.1%= *
Sig.5%=**
(+ atau -)
	Besar Kontribusinya

	1.
	Penyerahan (X1)
	Kepuasan Masyarakat
	*
+
	18,8%

	2.
	Waktu (X2)
	Kepuasan Masyarakat
	*
+
	14,5%

	3.
	Sikap Staf (X5)
	Kepuasan Masyarakat
	*
+
	9,5%

	4.
	Informasi (X3)


	Kepuasan Masyarakat
	*
+
	8,8%

	5.
	Profesionalisme (X4)


	Kepuasan Masyarakat
	*
+
	8,4%

	6.
	Peranan Luar Manajer (X7)
	Kepuasan Masyarakat
	*
+
	7,9%

	7.
	Politik Organisasi (X6)


	Kepuasan Masyarakat
	**
-
	0,4%


Dari tabel di atas terlihat bahwa variabel penyerahan merupakan variabel kunci atau utama dalam konstruksi model pelayanan publik yang memuaskan masyarakat pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, yang kemudian diiringi oleh variabel waktu, sikap staf, informasi, profesionalisme, peranan luar manajer, dan politik organisasi, meskipun variabel politik organisasi merupakan variabel yang bersifat negatif. Ketujuh variabel tersebut tidak jauh berbeda dengan tuntutan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pelaksana penyelenggara dalam pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: 1) adil dan tidak diskriminatif; 2) cermat; 3) santun dan ramah; 4) tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut; 5) profesional; 6) tidak mempersulit; 7) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 8) menjujung tinggi nilai akuntabitas dan integritas institusi penyelenggara; 9) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 10) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; 11)  tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; 12) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; 13) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; 14) sesuai dengan kepantasan; dan 15) tidak menyimpang dari prosedur.  
Sejumlah studi membuktikan bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selama ini masih kurang memuaskan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara lansung maupun melalui media massa. Seperti prosedur pelayanan yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian pelayanan, tidak jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, dan kurang responsif sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penyelenggara pelayanan publik yang ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat (Lanin, Yunus, Dt. Maani, 2013; Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, 2014).   
Penelitian Dwiyanto dkk (2006), juga telah menggambarkan bahwa 90,9% dari birokrasi pelayan publik di Sumatera Barat, menunjukkan kinerja birokrasi pelayan publik yang tidak akuntabel. Disamping itu juga terungkap bahwa dari segi responsivitas (kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat), terindikasi bahwa 47,4% dari mereka tidak melakukan respons terhadap keluhan masyarakat dan 44,3% dari mereka menolak pelayanan masyarakat, serta banyak di antara mereka (65,5%) bekerja di luar tugas pokok. Menyangkut solusi yang diberikan kepada masyarakat yang berurusan ketika petugas belum datang tergambar bahwa 51,4% di antara mereka membiarkan masyarakat menunggu, dan 36,7% dari mereka meninggalkan masyarakat yang berurusan. Sementara efisiensi kerja mereka juga terindikasi buruk. Penyelesaian pekerjaan mereka terkategori lambat dan hampir selalu harus dirangsang dengan pemberian sejumlah uang oleh masyarakat (pelanggan). Dari data yang ada terindikasi pula bahwa 61,4% dari mereka mengaku menerima pemberian uang dari masyarakat dalam penyelesaian pekerjaan mereka untuk melayani masyarakat.  

Dengan demikian terlihat bahwa ketidakpastian pelayanan publik masih melekat pada hampir setiap pelayanan publik di Indonesia (Dwiyanto, 2010). Ciri lain yang menggambarkan wajah buruk dari model penyelenggara pelayanan publik yakni orentasi pelayanan yang lebih kepada kepentingan pemerintah dan pejabatnya bukan kepentingan masyarakat (Rasyid, 1997),  budaya yang berkembang bukan budaya pelayanan melainkan budaya kekuasaan, prinsip distrust lebih mendasari sistem pelayanan bukan prinsip trust sehingga prosedur yang ditetapkan bukan untuk menfasilitasi namun untuk mengontrol perilaku, dan masih adanya tumpang tindih kewenangan pelayanan pada banyak satuan birokrasi. Kondisi tadi mengisyaratkan perlunya solusi yang implementatif sebagai upaya pengembangan model, perbaikan kualitas, dan kinerja pelayanan, di samping perlunya komitmen yang tinggi dari semua stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 


Pengembangan model pelayanan publik sebagai upaya keras revolusi mental yang perlu dilakukan adalah merubah mind set pelayan publik (Hariani, 2014). Penyelenggara pelayanan publik jangan lagi mengedepankan wewenang, namun yang perlu didahulukan adalah peranan selaku pelayan mayarakat, yang manifestasinya antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”; “mendorong, bukan menghambat”; “mempermudah, bukan mempersulit”; “sederhana, bukan berbelit-belit” (Puspitosari dan Kurniawan, 2011). Bagaimanapun juga yang utama dalam sistem tata pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Denhartdt, 2007). Hal senada juga disampaikan oleh Saefullah (2008) bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik itu sendiri.  Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mencari pola, model, dan metode baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 


D. Simpulan 

Idealnya dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, maka pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan semakin baik dan semakin memuaskan masyarakat. Setelah satu dasawarsa lebih pelaksanaan otonomi daerah, ternyata peningkatan kualitas pelayanan publik belum mengalami perubahan secara signifikan. Walaupun telah ditemukan tujuh variabel bebas yang mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan pada pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah.  

Penelitian ini telah menemukan model hipotetik yang telah diuji secara terbatas pada beberapa  pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Semua variabel yang dikonstruksikan dalam model tersebut, ternyata dapat digunakan untuk membentuk model, namun model ini masih memerlukan uji kevalidannya dalam spektrum jenis pelayanan yang bervariasi dan karakteristik daerah yang beragam, dengan harapan ditemukannya struktur model yang stabil dan bernilai universal. Tetapi yang penting adalah melalui mekanisme pengkuran ini pemerintah daerah dapat memperoleh umpan balik atas model yang diterapkannya, serta dapat mengambil langkah perbaikan untuk menyempurnakan kualitas jasa pelayanan publiknya. 

Upaya peningkatan pelayanan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari tingkat kebijakan umum, strategi umum dan strategi pelayanan. Pada tingkat strategi pelayanan upaya ini harus dimulai dengan menumbuh kembangkan kesadaran pelayanan, membangun sistem informasi pelayanan, strategi pelayanan dan didukung implementasi dalam bidang teknologi, manusia, dan struktur organisasinya. Untuk memastikan semua ini, perlu dikembangkan pengenalian melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik sebagai usaha umpan balik untuk meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat secara berkelanjutan.    
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